BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALI MANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR AN

ALISIS JABATAN, ANA EBAN KERJA DAN EVALUASI
JABATAN DI LI T Rr

NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a; bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor

S tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setiap
instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana bagi Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan perlu mengatur Analisis Jabatan, Analisis
Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;

& bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Nomenklatur Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja

dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu;

— :1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Menging Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265 ); :



Und”“i{--Undnn;{ Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Nepara (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Umlung-Umlunﬂ Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin - Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesina Nomor 553?1
sebagaimana  teluh  diubah beberapa  kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pencmpun Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9657);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pegangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengankatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomer 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi:»;
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintaban Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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18.

19.

Peraturan Pem

A erintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
MH_IIEJ__][—:

covajemen  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor

: 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Pedoman Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016
tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1643);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi
Pemerinta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018,Nomor 1273);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birckrasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020, Nomor 26);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Bersnicna
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan

: e Fungsional
Pegawal Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun
2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah
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Menetapkan

20.

21.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daecrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor o)

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2019
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-
Unsur Organisasi Sckretariat Daecrah. (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi  Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR ANALISIS
JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kcwenangan
menetapan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD  dalam menyelenggarakan

x gy Urusan
Pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah.,

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kera yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negarg
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangarn.




7. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan

pf:g.awai negen sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri
Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,

bebas dari intervensj politik, bersih dari praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme,

8. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
adalah Pengelolaan  Pegawai  Pemerintah  dengan
Perjanjian Kerja  untuk  menghasilkan  pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme,

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat schagai pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
Pemerintahan.

10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat fertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai
ASN dalam suatu satuan Organisasi.

12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi
pemerintah dan pembangunan.

13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah  sekelompok jabatan tinggi pad

Instansj
Pemerintah,

14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disin
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertenty.

gkat JF adalah

15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok  j
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiat
public serta administrasi pemerintah dan pe

16. Analisis Jabatan adalah
pencatatan, pengolahan d
menjadi informasi jabatan.

abatan yang
an pelayanan
mbangunan,

proses pengumpulan,
4N penyusunan data jabatan

17. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasj

mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja,



18. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional yang tergambar dalam struktur unit
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai
dengan yang paling tinggi.

19. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan
kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan
terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan.

BAB 11
TUJUAN

Bagian Kesatu ]
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Pasal 2

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja wajib
dilaksanakan oleh setiap Perangkat daerah atau
Unit Kerja sebagai pedoman  penyusunan
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Ferjanjian Kerja.

Bagian Kedua
Evaluasi Jabatan

Pasal 3

(1} Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan
nilai (grade) dan kelas Jabatun Aparatur Sipil Negara
(ASN).

(2} Tujuan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagali dasar pengelolaan jabatan dan
pangkat, pengelolaan disiplin pegawai, penilaian
kinerja, pengembangan kompetensi, pengembangan
karir (pola karir, promosi, mutasi) dan penggajian dan
tunjangan/tambahan penghasilan  Aparatur

Sipil
Negara [(ASN].

BAB III
FUNGSI DAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 4



(1) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan

@)

(1

2)

Evaluasi Jabatan berfungsi sebagai berikut :

a. perencanaan kebutuhan Calon ASN;

. rekrutmen Calon ASN;

penempatan Nama Jabatan ASN

. pengendalian ASN;

pendidikan dan pelatihan ASN;

pengembangan ASN; dan

g. kesejahteraan ASN,

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan sesuai kewenangan dan kebijakan
Pemerintah Daerah.

Mo pn o

Bagian Kedua
Penvusunan

Pasal 5

Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja
dan Evaluasi Jabatan dilaksanakan  dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib berdasarkan susunan organisasi, tugas dan
fungsi perangkat daerah dan /atau unit kerja.

BAB IV
RUANG LINGKUFP DAN FENETAPAN HASIL ANALISIS
JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI
JABATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan

Evaluasi Jabatan Pemerintah terdiri dari:

a.
b.
C.

uraian jabatan struktural;
uraian jabatan fungsional;
uraian jabatan pelaksana,

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 7

(1) Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan

Evaluasi Jabatan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.



(2) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
divalidasi Pemerintah Provinsi yang membidangi tugas
dan fungsi kelembagaan.

(3) Penetapan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah divalidasi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

BAB V
INFORMASI JABATAN

Pasal 8

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diolah menjadi
Informasi Jabatan yang meliputi uraian sebagai berikut;
. nama jabatan;
. kode jabatan;
unit kerja;
ikhtiar jabatan;
kualifikasi jabatan;
tugas pokok;
hasil kerja;
bahan kerja;
perangkat kerja;
tanggung jawab;
wewenang;
kolerasi jabatan;
.kondisi lingkungan kerja;
. resiko bahaya;
syarat jabatan
prestasi kerja yang diharapkan: dan
kelas jabatan.
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BAB VI
FASILITASI DAN PEMBIYAAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 9

Sekretaris Daerah melalui unit ke
kuicr_nhagaan memfalitasi  dan
momitoring penyusunan Analisis J
K‘mja dan  Evaluasi Jabatan
Lingkungan Pemerintah Daerah,

14 yang membidangj
mengkoordinasi serta
abatan, Analisis Beban
Perangkat Daerah gj
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Bagian Kedygq
Pemt}iﬂ}raan

Pasal 10

Pembiayaan Kegiatan penyusunan Analisi
Analisis Beban Kerja dan Evaluasi J; nalisis Jabatan,

whatan dj
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da;a(:;_bchﬂnkan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, wmemerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penctapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin

pada ta al 15 pesenber 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin

pada td{]ggal
|
|

15 pescnber 2021

B :
“RITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 57



